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Abstrak

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pcmilhaur@:)m‘pajakan. kesadaran
wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan WP PKB yang terdaftar di Samsat
Kota B(nn'. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner.
Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak
100 orang. Men@]alkam teknik analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SmartPLS pada
signifikansi 5%. Hasil penelitian ini naunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan dan kesadaran
wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan WP PKB, Sanksi Pajak tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WP PKB, dan Tarif Pajak berpengaruh negatif
secara signifikan terhadap Kmluhan WP PKB.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Pajak; Tarif Pajak;
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah salah satu negara yang menerapkan pembayaran pajak, dikarenakan
pajak memiliki peranan penting bagi negara dalam membangun fasilitas infrastruktur negara.
Pajak merupakan suatu kontribusi yang sifatnya wajib dan memaksa berdasarkan UU yang
ditunjukkan oleh rakyat untuk negara yang dapat digunakan dalam menyediakan fasilitas
pembangunan infrastruktur negara. Sumber pemasukan terbesar negara yaitu berasal dari
penerimaan pajak. Dengan demikian, kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu harus
dilakukan oleh setiap warga negara (Mardiasmo, 2018 hlm. 3).

Dalam menciptakan kegiatan pemerataan yang berkenaan dengan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur negara, tentunya pemerintah pusat tidak dapat melakukan kegiatan
tersebut secara mandiri. Diperlukan adanya desentralisasi secara langsung oleh pemerintah
pusat dalam mengatur dan mengawasi urusan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka




menciptakan efisiensi dan efektivitas terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
pusat, sebagian dari fungsi tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam
melaksanakan suatu kebijakan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan
infrastruktur negara yang tidak lepas dari tanggung jawab pemerin§lj pusat.

Menurut JDIH BPK RI (2014), sumber pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 23
Tahun 2014 pasal 285 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Sumber pendapatan
daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah”. Pada Penelitian ini, bentuk pajak daerah yakni pajak kendaraan bermotor (PKB).

Menurut GAIKINDO (2020), penggunaan dari kendaraan bermotor di wilayah
Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar 5,3% menjadi 133.617.012 kendaraan
bermotor pada tahun 2019. Terlihat dari kondisi aktivitas masyarakat secara umum memilih
menggunakan kendaraan pribadi dalam kegiatan aktivitasnya dibandingkan dengan kendaraan
umum. Sebagian masyarakat bahkan memiliki lebih dari satu jenis kendaraan pribadi. Hal ini
dikarenakan kemudahan dalam membeli kendaraan bermotor, dan setiap diler menyediakan
sistem pembayaran yang dapat bekerjasama dengan leasing untuk melakukan pembayaran
melalui kredit sehingga memudahkan masyarakat yang berkeinginan untuk membeli
kendaraan roda dua maupun roda empat.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman DDTCNews (2020), menunjukkan
bahwa kepatuhan masyarakat Kota Bogor terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor
(PKB) masih belum optimal. Sasaran PAD Kota Bogor pada tahun 2020 adalah sekitar Rp
1.083 miliar pada tahun 2020, di mana Rp 180 miliar berasal dari pajak kendaraan bermotor.
Samsat Kota Bogor mencatat hingga bulan Oktober 2020, masih terdapat sekitar 128.629 WP
PKB roda dua dan roda empat yang belum didaftarkan ulang karena berbagai alasan.

Berdasarkan situs Bapenda Jabar, peneliti membuat perbandingan secara langsung
antara jumlah data kendaraan yang terdaftar dengan data yang tidak melakukan daftar ulang
pada Samsat Kota Bogor untuk memperkuat informasi lebih detail terkait dengan fenomena
yang terjadi di Kota Bogor mengenai kepatuhan wajib pajak yang masih men@§ggak untuk
membayarkan kewajibannya. Berikut ini adalah tabel perbandingan kendaraan roda dua dan
roda empat:

Tabel 1. Data Perbandingan Kendaraan Roda Dua Yang sudah Daftar Ulang dan Yang
Belum Daftar Ulang di Samsat Kota Bogor Tahun 2020

Roda Dua
amats Sudah Belum
Kecamatan Terdaftar Daftar Yo Daftar %o

Ulang Ulang
Bogor Barat 84.095 58.180 69.18% 25915 30.82%
Bogor Selatan 61.577 42,075 68.33% 19.502 31.67%
Bogor Tengah 38.950 26.464 67 .94% 12.486 32.06%
Bogor Timur 34912 24473 70,109 10.439 29 90%
Bogor Utara 66.657 46.736 70,11% 19.921 29.89%
Tanah Sareal 81.256 54.748 67.38% 26.508 32.62%
JUMLAH 367.447 252,676 68,77% 114771 31,23%

Sumber: Bapenda Jabar (2021)




Tabel 2. Data Perbandingan Kendaraan Roda Empat Yang sudah Daftar Ulang dan
Yang Belum Daftar Ulang di Samsat Kota Bogor Tahun 2020

Roda Empat
Sudah Belum
Kecamatan Terdaftar  Daftar % Daftar %
Ulang Ulang
Bogor Barat 21.883 18.954  86,62% 2929 13,38%
Bogor Selatan 15.936 13735  86.19% 2201 13.81%
Bogor Tengah 12.350 10.510  85.10% 1840 14.90%
Bogor Timur 12.448 10.835  87.04% 1613 12.96%
Bogor Utara 20.369 17.880  87.78% 2489 12.22%
Tanah Sareal 21.051 18.265 86.77% 2786 13.23%
JUMLAH 104.037 90.179 86,68% 13858 1332%

Sumber: Bapenda Jabar (2021)

Meskipun tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun ini mengalami
penurunan, tidak menutup kemungkinan bahwa WP tidak patuh untuk membayarkan
pajaknya karena disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang kesadaran wajib pajak untuk
segera membayar kewajiban pajaknya. Kontribusi besar pajak kendaraan bermotor (PKB)
memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Jabar dan Kota Bogor yang lebih
baik.

Menurut DJPK (2009), “PKB merupakan kepemilikan atau penguasaan atas pajak
kendaraan bermotor”. Pemungutan atas PKB yaitu salah satu pungutan atas pajak kendaraan
bermotor (PKB) yang sedang diberlakukan @@merintah, dikarenakan dalam pemungutan pajak
ini sebagai penerimaan terbesar dari pajak daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli
daerah (PAD). Pajak daerah yang befiflh di Kota Bogor sendiri merupakan sumber pajak
daerah yang menyumbang dana pajak yang besar untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota
Bogor. Menyadari hal tersebut, Pemda Kota Bogor terus berupaya untuk dapat meningkatkan
pertumbuhan dari segi penerimaan pajak daerah di Kota Bogor. Dengan penerimaan pajak
daerah yang tinggi, tentunya dapat membiayai pembangunan infrastruktur daerah agar
berjalan dengan baik. Berbagai upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemasukan
pajak kendaraan bermotor (PKB) ini yaitu dengan memberikan edukasi tentang pentingnya
setiap wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tepat waktu. Pada dasarnya, setiap wajib
pajak harus patuh dan taat ketika membayar kewajiban perpajakan, karena hal ini akan
meningkatkan tingkat pendapatan dan mencapai tujuan fasilitas umum yang dirancang
pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan suatu hal yang berkaitan dengan
kewajiban dalam membayarkan pajak, dikarenakan dapat meningkatkan pendapatan bagi
suatu negara yang berasal dari sektor perpajakan. Apabila tidak adanya kesadaran wajib pajak
dalam membayarkan pajaknya, maka secara otomatis berdampak terhadap rendahnya
kepatuhan wajib pajak. Apabila pendapatan pajak bagi negara belum terealisasi, maka akan
menghambat pembangunan infrastruktur negara (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Menurut Sasmita (2019), faktor pemahaman perpajakan adalah suatu pemahaman
yang paling mendasar bagi setiap wajib pajak tentang hukum, UU, serta prosedur tentang
bagaimana memahami pajak yang baik dan benar. Jika setiap wajib pajak memahami serta
mengetahui peran serta fungsi dari pajak, maka setiap wajib pajak tentunya patuh dan taat
terhadap kewajiban pajak. Penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah kurangnya




pemahaman terhadap aturan perpajakan. Fungsi dari pemanfaatan dari hasil pajak yaitu untuk
mendistribusikan kembali penghasilan dari hasil pajak tersebut yang nantinya dapat
dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik (Sakti, 2015 hlm.4).

Faktor kesadaran dalam membayar pajak terlihat pada keinginan dan keseriusan oleh
setiap WP dalam membayarkan kewajiban pajak. WP perlu meningkatkan kesadaran pajaknya
untuk dapat meningkatkan pembayaran pajak oleh wajib pajak (Hardiningsih & Yulianawati,
2011). Seiring meningkatnya kuantitas kendaraan yang tidak diimbangi oleh kesadaran wajib
pajak untuk membayarkan pajaknya dapat mengakibatkan besarnya denda dan tunggakan WP
di wilayah Samsat Kota Bogor.

Menurut Jatmiko (2006), dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, maka
diperlukan ketegasan dalam menerapkan sanksi pajak yang harus dijatuhkan kepada
pelanggar dikarenakan dapat merugikan bagi negara. Dengan menerapkan sanksi pajak berupa
denda administrasi atau denda pidana, hal tersebut akan menjadi pencegah bagi wajib pajak
yang melakukan pelanggaran dalam membayarkan pajaknya.

Menurut Permatasari & Laksito (2013), penetapan tarif pajak harus bedasarkan pada
kewajaran. Pada saat menghitung pajak terutang, maka digunakan tarif atas pengenaan pajak.
Tarif pajak yang dihitung atas kewajiban pajaknya adalah dengan menggunakan ketentuan
persentase yang telah ditetapkan dikalikan dengan tarif atas kewajiban pajaknya tersebut.
Menurut Atawodi & Ojeka (2012), wajib pajak dapat melanggar apabila tarif atas pengenaan
pajak yang ditentukan sangat tinggi.

Terdapat perbedaan pada beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya, diantaranya
penelitian oleh Saragih & Aswar (2019) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ketentuan
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PKB. Sedangkan Sasmita (2019)
memberikan hasil yang berbeda@pengetahuan tentang pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan WP PKB. Penelitian Aswati et. al (2018) menyatakan bahwa kesadaran WP
berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PKB, sedangkan Chusaeri et. al (2017)
menunjukkan hasil sebaliknya, kesadaran dari WP tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatulgin WP PKB.

Penelitian yang dilakukan Ilhamsyah et. al (2016), bahwa sanksi perpajakan
berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. Sedangkan Wardani &
Rumiyatun (2017) menemukagfghasil sebaliknya, sanksi PKB tidak memiliki pengaruh
terhadap kepatuhan WP PKB. Penelitian yang dilakukan Cahyani & Nanick (2019) bahwa
tarif pajak berpengaruh positif secara signifikan gghadap kepatuhan WP. Sedangkan Yusro &
Kiswanto (2014), menemukan hasil sebaliknya, tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan WP.

Berdasarkan penjelasan diatas, diperoleh perbedaan dari penelitian sebelumnya.
Perbedaan hasil diantara penelitian sebelumnya menak minat peneliti untuk membahas lebih
lanjut mengenai kepatuhan WP PKB. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis
pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak
terhadap kepatuhan WP PKB. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu pemahaman
perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak. Penelitian ini digunakan
variabel kesadaran wajib pajak atas saran dari peneliti sebelumnya yaitu Saragih & Aswar
(2019). Pada penelitian ini, peneliti dalam menentukan pengambilan sampelnya yakni dengan
purposive sampling. Berbeda dengan penelitian Saragih & Asfgr (2019) yang menggunakan
accidental sampling dalam metode pengambilan sampelnya. Perbedaan lainnya pada lokasi
penelitian yang dilakukan di wilayah Samsat Kota Bogor.




KAJIAN PUSTAKA

Teori PFilaku Terencana

Teori perilaku terencana menyediakan kerangkaffrja konseptual yang berurusan
dengan kompleksitas dari human social behaviour. Dalam teori ini, menggabungkan beberapa
sentral konsep dari ilmu sosial dan ilmu perilaku, serta mendefinisikan konsep ifjke dalam
sebuah cara yang memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan prediksi pemahaman
tentang perilaku dalam konteks tertentu. Sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap
perilaku biasanya ditemukan untuk memprediksi niat dari tingkat perilaku yang tinggi (Ajzen,
1991).

Teori perilaku terencana menekankan pada rasionalitas dari perilaku manusia tersebut,
dikarenakan manusia percaya bahwa perilaku dapat menentukan tujuan dari kendali kesadaran
individunya. Menurut Ajzen (1991), perilaku individu dapat mempengaruhi perilaku niat
individu tersebut. Berikut ini merupakan bentuk dari teori perilaku terencana, yaitu:

1. Behaviour belief adalah suatu bentuk keyakinan tentang bagaimana setiap orang

mendapatkan hasil dari perilaku dan evaluasi tersebut. Contoh seperti kesadaran wajib

pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ketika telah melanggar aturan, maka akan
dilakukan evaluasi dari kesalahan tersebut sehingga secara otomatis akan berdampak pada
kesadaran bagi wajib pajak yang telah melakukan kesalahan tersebut.

Normative belief adalah suatu keyakinan tentang bagaimana ekspektasi normatif orang

lain dalam memotivasi untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Contoh seperti pemahaman

perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak ketika diberikan motivasi oleh orang lain
tentang perpajakan, kemudian diyakini bahwa pentingnya dalam memahami pajak yang
akan berdampak pada pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik.

3. Control belief adalah suatu keyakinan tentang bagaimana mengontrol keyakinan dengan
cara menghambat atau mendorong perilaku yang akan ditunjukkan. Contoh seperti sanksi
pajak dan tarif pajak. Dalam hal ini akan muncul jika perilaku yang ditampilkan berasal
dari dalam atau dari lingkungan sekitar yang menyebabkan keyakinan akan mendapatkan
pelanggaran efek jera kepada setiap wajib pajak karena terdapat aturan sanksi dan tarif
pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Teori ini menjelaskan tentang bagaimana setiap WP dapat terpenuhi kewajiban pada
bidang pajak dengan cara melihat serta mempertimbangkan manfaat dari dampak yang timbul
dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya, setiap wajib pajak juga dapat
mempertimbangkan informasi-informasi yang didapatkan dari peraturan perpajakan yang
telah diatur oleh regulasi pemerintah. Teori perilaku terencana ini merupakan landasan teori
untuk menguji kepatuhan wajib pajak PKB.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Keyakinan normatif seseorang untuk meyakini tentang bagaimana ekspetasi normatif
orang lain untuk memotivasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya, diperlukan pemahaman
tentang pajak yang dilakukan oleh WP ketika diberikan motivasi oleh orang lain tentang
perpajakan, kemudian diyakini bahwa pentingnya dalam memahami pajak yang akan
berdampak pada pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik. Sehingga diyakini bahwa
dari pemahaman perpajakan akan memengaruhi tingkat kepatuhan WP PKB. Dalam
penelitian Saragih & Aswar (2019), Cahyani & Naniek (2019), Aswati et .al (2018),
Nirajenani & Aryani (2018), Chusaeri et. al (2017), Putra & Jati (2017), Wardani &
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Rumiyatun (2017), llhamsyah et. al (2016), dan Adiasa (2013) membahas terkait pemahaman
peraturan perpajakan yang hasilnya ialah peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan WP PKB. Sedangkan menurut Sasmita (2019), Wardani gf§ Rumiyatun (2017)
pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PKB. Berdasarkan teori dan
penelitian terdahulu, Ejpotesis dirumuskan sebagai berikut:

H; = Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor

Kesadaran ialah sikap yang secara sadar dialami oleh WP dalam mengetahui serta
memahami tentang regulasi pajak yang di mana apabila dilanggar, tentunya ada konsekuensi
yang akan didapatkan. Kesadaran wajib pajak muncul akibat adanya suatu keyakinan perilaku
tentang bagaimana individu mendapatkan hasil dari perilaku dan evaluasi tersebut. Jadi
kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ketika telah melanggar aturan, maka
akan dilakukan evaluasi dari kesalahan tersebut sehingga secara otomatis akan berdampak
pada kesadaran bagi wajib pajak yang telah melakukan kesalahan tersebut. Sehingga wajib
pajak akan sadar untuk membayarkan pajaknya tepat waktu yang dapat memengaruhi tingkat
kepatuhan WP PKB. Dalam Penelitian Sasmita (2019), Aswati et. al (2018), Nirajenani &
Aryani (2018), Putra & Jati (201 Wardani & Rumiyatun (2017), Ilhamsyah et. al (2016),
Susilawati & Budiartha (2013) variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif
{Fihadap kepatuhan WP PKB. Hasil berbeda dinyatakan oleh Yusro & Kiswanto (2014),
Chusaeri et. al (2017), bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh
E@rhadap kepatuhan WP PKB. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:
H; = Kesadaran wajib pajak memilik pengaruh positif yang signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak harus diberikan sebagai bentuk hukuman akibat aturan yang dilanggar
oleh setiap wajib pajak. Sanksi pajak diyakini bahwa adanya suatu keyakinan tentang
bagaimana mengontrol keyakinan dengan cara menghambat atau mendorong perilaku yang
akan ditunjukkan. Dalam hal ini akan muncul jika perilaku yang ditampilkan berasal dari
dalam atau dari lingkungan sg§liar yang menyebabkan efek jera kepada setiap wajib pajak
karena terdapat aturan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelanggaran oleh WP
akan berdampak pada pengenaan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berbentuk administratif
maupun pidana yang akan memengaruhi tingkat kepatuhan WP PKB. Dalam penelitian
Rahmawati & Yulianto (2018), Chusaeri et. al (2017), Wardani & Rumiyatun (2017),
membahas terkait sanksi PKB yang hasilnya ialah sanksi PKB tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan WP PKB. Menurut Saragih & Aswar (2019), Cahyani & Naniek (2019), Nirajenani
& Aryani (2018), Putra & Jati (2017), Susmita & Supadmi (2016), llhamsyah et. al (2016),
Ardyanto & Utaminingsih (2014), @hsilawati & Budiartha (2013) membahas terkait sanksi
perpajakan yang haflnya bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap
kepatuhan WP PKB. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:
Hs = Sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor




Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak yaitu jumlah pajak yangFjvajib dibayarkan WP kepada negara melalui
fiskus. Perilaku yang ditampilkan seseorang dapat berasal dari dalam diri atau dari lingkungan
sekitar yang menyebabkan efek jera kepada seseorang. Setiap wajib pajak dibebani dengan
aturan sanksi dan tarif pajak yang diatur oleh pemerintah. Dalam penelitian Atawodi & Ojeka
(2012) menyat@fdn bahwa tarif atas pengenaan pajak yang tinggi dapat menyebabkan
ketidakpatuhan wajib pajak. Sehingga dengan adanya tarif pajak yang sesuai dengan aturan
UU yang berlaku, maka dapat memengaruhi tingkat kepatuhan WP PKB. Dalam penelitian
Saragih & Aswarff019), Cahyani & Naniek (2019) membahas terkait tarif pajak yang
hasilnya variabel E&}if pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil berbeda
ditunjukkan oleh penelitian Yusro & Kiswanto (2014), bahwa tarif pajak tidak memiliki
pengaruh te@Bdap kepatuhan WP. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:
H,4 = Tarif pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor

METODE

Penelitian dengan menggunakan data primer, pefigfebaran kuesioner dilakukan melalui
link google form. Populasi yang akan ditentukan yaitu wajib pajak yang memiliki kendaraan
bermotor dan terdaftar di Samsat wilayah Kota Bogor. Populasi yang tercatat pada Samsat
Kota Bffgor pada tahun 2020 berjumlah 471.484 kendaraan, jenis roda dua maupun roff)
empat. Metode purposive sampling digunakan dalam pengambilan sampel, dengan kriteria (1)
Usia (2) Jenis kelamin (3) Pendidikan terakhir (4) Domisili kecamatan di Kota Bogor (5)
Jenis kendaraan. Diperoleh data sebanyak 103 responden WP PKB yang terdaftar di Samsat
Kota Bogoffata yang dapat diolah oleh SmartPLS sebanyak 100 responden yang siap untuk
dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji hipotesis. Teknik analisis regresi linear
berganda digunakan dalam penelitian ini, dibantu aplikasi SmartPLS versi 3.0 dengan tingkat
signifikansi sebesar 5%.

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Pengukuran Variabel Skala Data

Variabel Dependen
Kepatuhan Wajib Kemampuan setiap wajib pajak 1. Memenuhi kewajiban Skala Likert
Pajak Kendaraan untuk memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor
Bermotor (Y) pajaknya harus sesuai dengan sesuai dengan peraturan

aturan UU pajak tanpa perlu perundang-undangan yang

dilakukan penyidikan  dan berlaku

pemeriksaan yang cermat (Arum,

2012) 2. Tepat waktu dalam

membayarkan pajak

3. Terpenuhi persyaratan dalam
membayar pajak

(Wardani & Rumiyatun, 2017)

Variabel Independen

Pemahaman Pemahaman perpajakan 1. Wajib  pajak  mengetahui Skala Likert
Perpajakan (X,) merupakan suatu  pemahaman ketentuan pajak kendaraan




yang paling mendasar untuk
setiap wajib pajak berdasarkan
UU pajak yang berlaku. Baik
melalui pendidikan formal dan
informal yang dapat
menumbuhkan pemahaman
tentang  pajak  yang  baik
(Wardani & Rumiyatun, 2017)

bermotor  sesuai dengan
peraturan yang berlaku

2. Tepat waktu dalam
membay arkan pajak
kendaraan bermotor

3. Wajib pajak dapat mengetahui
fungsi perpajakan

4. Wajib pajak bisa membayar
kewajiban pajaknya di Samsat
Kota Bogor

(Wardani & Rumiyatun, 2017)

Kesadaran Wajib
Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak
merupakan  suatu  ketulusan
seseorang yang dilakukan dalam
memenuhi kewajiban
perpajakannya  dengaff) hati
nurani yang tulus. Semakin
tinggi tingkat kesadaran wajib
pajak, maka akan semakin baik
tingkat pemahaman perpajakan

yang akan meningkatkan
kepatuhan WP (Susilawati &
Budiartha, 2013)

1. Kesadaran dalam memenuhi
hak dan keiban ketika
membay arkan pajak

2. Kepercayaan masyarakat
dalam pembiayaan negara dan
daerah melalui pembayaran
pajak

3. Adanya dorongan  dalam

membayarkan pajak secara
sukarela

(Wardani & Rumiyatun, 2017)

Skala Likert

Sanksi Pajak (X3)

Sanksi pajak adalah suatu hal
yang harus dipatuhi, karena
didalamnya terdapat jaminan
preventif yang telah diatur oleh
ketentuan peraturan perpajakan
agar setiap wajib pajak dapat
mematuhi dan tidak melanggar
(Mardiasmo, 2018 hlm. 62)

1. Ellengetahui tujuan dari adanya
sanksi pajak kendaraan
bermotor

2. Pengg n sanksi yang tegas
dalam Hendidik wajib pajak

3. Tidak ada toleransi sanksi
pajak yang dikenakan kepada
pelanggar

(Wardani & Rumiyatun, 2017)

Skala Likert

Tarif Pajak (Xa)

Tarif pajak merupakan suatu
dasar sebagai perhitungan dalam
membayarkan kewajiban pajak
(DJPK, 2009)

l. Kemampuan dalam
membayarkan pajak kendaraan
bermotor

2. Pemberlakuan tarif pajak di
Indonesia

(Permatasari & Laksito, 2013)

Skala Likert

Sumber: Data diolah (2021)




Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum pengolahan data untuk mengukur
konsistensi dan akurasi data. Kemudian setelah dilakukan uji validitas serta uji reabilitas
menggunakan Outer Model, dilanjutkan dengan Inner Mode! dengan menguji Adjusted R-
Square dan Q-Square. Selanjutnya dilakukan pengujian statistik deskriptif dengan melihat
dari nilai koefisien jalur untuk mengetahui hasil dari uji hipotesis.

HASIL DAN PEMEAHASAN

Objek dalam penelitian ini yaitu WP PKB yang terdaftar di Samsat Kota Bogor. Untuk
objek sampel yang ditetapkan yaitu 100 responden WP PKB. Kuesioner disebarkan melalui
link google form kepada grup WA organisasi karang taruna Gerakan Muda FKPPI Kota
Bogor, grup paguyuban Denpal Kota Bogor, grup komunitas motor di Kota Bogor, dan grup
line rekan-rekan peneliti yang terdaftar sebagai WP PKB di Samsat Kota Bogor. Berikut
adalah tabel demografi #J0 responden WP PKB yang terdaftar di Samsat Kota Bogor yang
dapat dijadikan sampel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Demografi Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Karakteristik KeEEhngan Frekuensi  Persentase

17-20 tahun 12 12%

20-30 tahun 36 36%

Usia 31-40 tahun 16 16%

41-50 tahun 17 17%

> 50 tahun 19 199

is Kelamin Laki-laki 63 63%
Perempuan 37 37%

SD / Sederajat 0 0%

SMP / Sederajat 0 0%

SMA / Sederajat 47 47%
Pendidikan Terakhir D3 / Sederajat 14 14%
S1 36 36%

S2 3 3%

S3 0 0%

Bogor Barat 27 27%

= Bogor Selatan 3 3%
22 o,
Domisili Kecamatan di Kota Bogor E;[;ggo;r??fjr I;J I;J?f
Bogor Utara 7 7%
Tanah Sareal 44 44
Kendaraan Roda Dua 70 70%
Roda Empat 30 30%

Sumber: Data diolah (2021)

Hasil

Ugvaliditas dan reliabilitas diperlukan untuk mengukur konsistensi data dari setiap
[riabel dalam penelitian ini. Pengujian validitas dilihat dari nilai fornell lacker criterium
diatas 0,7 dan nilai rai@Bata AVE diatas 0,5 maka dapat dinyatakan valid. Untuk pengujian
reliabilitas dilihat dari composite reliability diatas 0,7 dan cronbach’s alpha diatas 0,7 maka
dapat dinyatakan reliabel. Menurut Ghozali & Latan (2015, hlm. 41), pada evaluasi model




struktural digunakan model R-square sebagai konstruk dependen. Berikut disajikan
rangkuman hasil uji validitas dan reliabilitas :

Tabel 5. Uji Valditas dan Reliabilitas

R? = 0,504
Variabel Iig::f Rata-rata  Composite  Cronbach's
: Criterium AVE Reliability Alpha
Pemahaman Perpajakan (X,) 0,759 0,576 0,904 0.876
Kesadaran Wajib Pajak (X3) 0,758 0,575 0,870 0811
Sanksi Pajak (X3) 0,746 0,557 0,882 0,840
Tarif Pajak (X4) 0,779 0,607 0,859 0,780

Sumber : Hasil output SmartPLS 3.3.3

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa uji validitas berdasarkan nilai fornell
lacker criterium terendah yaitu sanksi pajak sebesar 0,746 dan nilai rata-rata AVE terendah
yaitu sanksi pajak sebesar 0.557. Untuk uji reliabilitas berdasarkan nilai composite reliability
terendah yaitu tarif pajak sebesar 0,859 dan nilai cronlgfgh’s alpha terendah yaitu tarif pajak
sebesar 0,780. Dalam pengujian R-Square dilihat dari nilai Adjusted R-SquEp yaitu sebesar
0,504 atau 50 4% variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan
tarif @k dapat menjelaskan variabel kepatuhan WP PKB, untuk sisanya sebesar 49,6%
dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis Variabel K“;‘;t;ﬁi_en T Stafistics Va;:ms
HI PP -> Kepatuhan WP PKB 0422 3,196 0,001
H2 KWP > Kepatuhan WP PKB 0,364 2,319 0021
H3 SP > Kepatuhan WP PKB 0,221 1,570 0,117
H4 TP -> Kepatuhan WP PKB -0,271 2,106 0,036

Sumber : Hasil ourput SmartPLS 3.3.3 a
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Tabel diatas menunjukkan hasil dari koefisien jalur untuk setiap variabel dalam
penelitian ini yaitu (1) variabel pemaiman perpajakan (X1) terhadap variabel Kepatuhan WP
PKB (Y) memiliki nilai 0,422. (2) Variabel kesadaraffjvajib pajak (X:) terhadap variabel
Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai 0,364. (3) Variabel sanksi pajak (X3) terhadap
variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai 0,221. (4) Variabel tarif pajak (X4) terhadap
variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai §§271. Untuk hasil dari uji ¢-Statistics
dengan tingkat signifikasi 5% untuk setiap variabel dalam penelitian ini yaitu (1) Variabel
pemahaman perpajakan (Xi) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memilg§i nilai ¢
Statistics 3,196 > 1,985 dengan p-values 0,001 < 005 yakni variabel pemahaman perpajakan
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. (2) Variabel kesadaran
wajib pajak (X2) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai +-Statistics 2,319 >
1,985 dengan p-values 0021 < 005 yakni variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh




3
secara ggnjﬁkan terhadap kepatuhan WP PKB. (3) Variabel sanksi pajak (X3) terhadap
variabel Kepatuhan W& PKB (Y) memiliki nilai t-Statistics 1,570 < 1,985 dengan p-values
0,117 > 0,05 yakni variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan WP PKB. (4) Variabel tarif pajak (X4) terhadap variabel Kepatuhan WP PKBg]Y)
memiliki nilai t-Statistics 2,106 > 1,985 dengan p-values 0036 < 005 yakni variabel tarif
pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.

Pembahasan
Pemahaman Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis olah data SmartPLS 33.3, untuk
pengujian variabel pemahaman perpajakan (Xi) terhadap kepatuhan WP PKB (Y)
menunjukkan hasil dari koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,422 yang berarti arahnya
positif. Untuk uji ¢-Statis@s memiliki nilai thiung > tube yakni sebesar 3,196 > 1,985 dengan
nilai p-values sebesar 0,001 < 0,05. Hasil menunjukkan variabel pemahaman perpajakan
memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.

Dalam penelitian ini, variabel pemahaman perpajakan sejalan dengan bentuk dari teori
perilaku terencana yakni keyakinan normatif, merupakan suatu bentuk keyakinan tentang
bagaimana ckspektasi normatif orang lain dalam memotivasi untuk memenuhi ekspektasi
tersebut. Dengan demikian pemahaman perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak ketika
diberikan motivasi oleh orang lain tentang perpajakan, kemudian wajib pajak meyakini bahwa
pentingfija dalam memahami pajak karena akan berdampak pada pembangunan infrastruktur
negara yang lebih baik.

5] Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saragih & Aswar (2019) bahwa
pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP
PKB. Pemahaman perpajakan ialah suatu pemahaman paling dasar yang wajib dimiliki oleh
WP untuk memahami cara membayar pajak yang benar sesuai dengan aturan perpajakan yang
berlaku. Tingkat pendidikan WP meningkatkan pemahaman perpajakkan. Menurut
Rustiyanir@ggih (2011), dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memudahkan
seseofle dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, setiap WP
yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat memengaruhi kepatuhan WP PKB.
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Easadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis olah data SmartPLS 3.3.3, untuk
pengujian variabel kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan WP PKB (Y)
menunjukkan hasil dari koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,364 yang berarti arahnya
positif. Untuk uji ¢-Statistics merf@liki nilai thiwng > tubel yakni sebesar 2,319 > 1,985 dengan
nilai p-values sebesar 0,021 < 0,05. Hasil menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak
memilif#pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.

Dalam penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak sejalan dengan bentuk dari teori
perilaku terencana yakni keyakinan perilaku adalah suatu keyakinan tentang bagaimana
individu mendapatkan hasil dari perilaku terhadap evaluasi tersebut. Dengan demikian
variabel kesadaran dari setiap wajib pajak ketika telah melanggar aturan, maka akan
dilakukan evaluasi dari kesalahan tersebut sehingga secara otomatis berdampak terhadap
kesadaffgh bagi WP yang telah melakukan kesalahan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wardani & Rumiyatun
(2017) yang hasilnya variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif secara




signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. Hal ini disebabkan oleh faktor kesadaran dari
ketulusan hati seseorang untuk tergerak dalam mewujudkan kesadaran sebagai salah satu
@ntuk kontribusi untuk mendukung fasilitas infrastruktur pembangunan. Dengan demikian
semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka akan
semakin tinggi tingkat kepatuhan WP PKB dalam membayar pajak tepat waktu.

37

gnksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis olah data SmartPLS 333, untuk
pengujian variabel sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan WP PKB (Y) menunjukkan hasil
dari koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,221 yang berarti arahnya positif. Untuk uji -
Statistics memiliki nilai thiung > tubel YEERI sebesar 1,570 < 1,985 dengan p-values 0,117 >
0,05. Hasil menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP
PKB.

Variabel sanksi pajak tidak sejalan dengan bentuk dari teori perilaku terencana yakni
keyakinan kontrol. Definisi keyakinan kontrol adalah suatu keyakinan tentang bagaimana
mengontrol keyakinan dengan cara menghambat atau mendorong perilaku yang akan
ditunjukkan. Beberapa hal diduga sebagai penyebabnya, diantaranya yaitu masih abainya WP
terhadap sanksi pajak yang dikenakan, dan rendahnya penerapan sanksi kepada pelanggar.

Berdasarkan laman DDTCNews (2020), menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor
menetapkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi yang
diberlakukan hingga 23 Desember 2020 dengan memberikan relaksasi bagi WP PKB yang
masih menunggak dalam membayarkan pajaknya tanpa dikenakan denda keterlambatan.
Dengan harapan dapat meningkatkan realisasi penerimaan PKB di Kota Bogor. Sehingga
keyakinan WP cenderung untuk melakukan pelanggaran dengan cara menunda dalam
membayar pdEk sampai diberlakukan kembali program pemutihan pajak di Kota Bogor.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2017) yang hasilnya sanksi
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PKB. Hal ini dikarenakan oleh jawaban
responden yang terkesan tidak memahami dari sanksi pajak yang disebabkan minimnya
sosialisasi tentang sanksi perpajakan yang diberikan, maka WP cenderung mengabaikan
adanya sanksi pajak. Kemudian disebabkan oleh faktor WP yang mengharapkan adanya
program pemutihan pajak. WP tidak takut akan sanksi yang diberikan karena adanya relaksasi
tersebut, schingga WP bisa menghindari pengenaan denda pembayaran pajak kendaraan
bermotor.

Tarif Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis olah data SmartPLS 33.3, untuk
pengujian variabel tarif pajak (X3) terhadap kepatuhan WP PKB (Y) menunjukkan hasil dari
koefisien jalur memiliki nilai sebesar -0,271 yang berarti arahnya negatif. Untuk uji ¢
Statistics memiliki nilai thiwng > twber yakni sebesar 2,106 > 1,985 dengan p-values 0,036 <
005. Hasil menunjukkan variabel tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap
kepatuhan WP PKB.

Variabel tarif pajak sejalan dengan bentuk dari teori perilaku terencana yakni
keyakinan kontrol adalah suatu keyakinan tentang bagaimana mengontrol keyakinan dengan
cara menghambat atau mendorong perilaku yang akan ditunjukkan. Hal ini disebabkan WP
meyakini bahwa tarif pajak yang dikenakan kepada WP PKB telah sesuai dengan tarif pajak
yang diatur pemerintah. Dengan demikian WP harus membayarkan kewajiban pajaknya
sesuai dengan tarif yang diatur oleh pemerintah karena telah dituangkan di dalam hukum yang
dapat ditegakkan.




Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Atawodi & Ojeka (2012) yang menyebutkan
tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. Dikarenakan WP
dapat melakukan tindakan yang melanggar aturan yakni dengan sengaja tidak membayarkan
kewajiban pajaknya, apabila tarfffitas pengenaan pajak yang ditentukan sangat tinggi. Setelah
dianalisis dapat disimpulkan §Bjtuk variabel tarif pajak berpengaruh negatif signifikan
terhadap kepatuhan WP PKB. Hal ini disebabkan oleh tingkat tarif pajak yang tinggi maka
berdamif§ terhadap penurunan kepatuhan WP PKB. Sebaliknya apabila semakin rendah
tingkat tarif pajak yang ditentukan maka dampaknya tingkat kepatuhan WP PKB akan
meningkat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang df@patkan dari analisis data yang telah diolah dan di uji
menggunakan aplikasi SmartPLS dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perffjakkan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PKB. Sehingga disimpulkan bahwa semakin
tinggi pemahaman wajib pajak maka semakin (gik pula tingkat kepatuhan untuk membayar
pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan WP PKB. Semakin tinggi WP menyadari dengan ketulusan hati, bahwa
membayar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada negara maka tingkat
kepatuhan WP untuk membayar pajaknya secara tepat waktu juga meningkat. Sanksi pajak
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PKB. Kurangnya sosialisasi sanksi atas denda
keterlambatan, WP yang abai, dan harapan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor
menjadi beberapa hal yang menyebabkan variabel sanksi pajak belum dapat mempengaruhi
tingkat kepatuhan WP. Variabel lainnya yaitu tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap
kepatuhan WP PKB. Hal ini mengindikasikan, kenaikan tarif pajak akan menurunkan
kepatuhan wajib pajak begitupula sebaliknya. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari jumlah
variabel yang digunakan masih sedikit. Sampel juga memiliki keterbatasan hanya di wilayah
Kota Bogor sehingga tidak bisa menggambarkan untuk keseluruhan wilayah di Indonesia.

Saran bagi Samsat Kota Bogor diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan
sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan baik
secara langsung maupun melalni media massa mengenai pentingnya kesadaran untuk
membayar pajak tepat waktu demi menghindari sanksi pajak yang disebabkan oleh kelalaian
dari WP PKB, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan bagi WP PKB. Saran pengembangan
penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen yang lain seperti sosialisasi
perpajakan, penerapan e-samsat, dan kualitas pelayanan. Selain itu juga dapat memperluas
objek penelitian tidak terbatas hanya di satu Samsat.
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